
BUPATI KATINIGAN

PERATU FLI\N BU PATI KATI NCiA}'tr

NOMOR gOTAHUN 2O1O

TENTANG

PEFTUB/\HAN KETIGA ATAS F'ERATUF|IA}T BUPAT]
NOMCTR 52 TAHUN 2OO9

TENTANG PEDOTIIAN PENYUISUNAN ANGGARAhI PENDAPATAN DAN

BELANJADAERI\HKABUPATENKI\TINGAN
TAHU}I ANGGARAN 2O1O

DENIGAN RAHM'\T TUHAN YANG MA.I-IA ESA

BUI!'ATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan

mengenai Perrdoman Penyusunan Arrggaran Pendapatan qal
Belaija Daergh Kabupaten Katingarr Tahun Anggaran 

_ _20'lO
sebagaimana dimaksud dalam Peratumn Bupati Katingan Nomgr

52 Tlhun 29109 dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak

bertentangan rJengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang beilakur, maka dipandang perlu untuk melakukan
p"r,Inrnrn kerrnbali atas Peraturan El;upati Katingan Nomor 52

Tahun 2009r tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun

,Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud pada

huruf a di artas, perlu ditetapkan rJengan Peraturan Bupati

Katingan.

l[Iengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

,Atas dnOang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok

Pokok Kepeglawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia
'fahun 1999 trlomor 169, Tambahan l-embaran Negara Republik

lndonesia Nornor 3890);
,,2. rUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2(102 tentang Pembentukan

lKabupiten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
lsukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

lKabupaten F'ulang Pisau, Kabuperten Muryng Raya dan

lKabupaten Elarito Timur di Provinsi Kalimantan. fgpg3!
(Lemfiaran Negara Republik tndonesia Tahun 2002 Nomor 18,
'iambahan Lenrbaran Negara Republil< lndonesia Nornor a180);

tundang-undanrg Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
lpemberantasaln Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
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4.

Republik lnclonesia Tahun 2OOZ Nomor 137 ' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250\;

UnOang-Unde[rg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

N;Gd (Lenrbiran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

ttoi.or 47 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);
Undang-Unda,ng Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan

Negara- (Lenrblran Negara Republik lndonesia Tahun 2044

Noiror 5, Tiambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia

Nomor 4355);
Undang-Unda,ng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peratuian Petrundang-Unclangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);
Undang-Undarng Nomor 15 Tahun 11004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Ja'wab Keuangan Negara

(Leribaran N,egara Republik lndonesiia T'ahun 2004 Nomor 66,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 400);
Undang-Undarng Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
peren&naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lncllonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan

Lembaran Ne5;ara Republik lndonesia Nomor 4421);

undang-undahg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lenrrbaran Negana Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 12S, 'fambahan Lembaran Nlegara Republik lndonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan undang-

Undang Nomrlr I Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah F,engganti Undang-Undaing Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahin Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Penrerintahan Daerah rrnenjadi Un_dang-unda-ng

(Lembiran Ne,gara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

iambahan Le,rmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4t48),
sebagaimana telah diubah dengan Ljtndang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kealua Atas undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daeralr (Lembaran

Negara Repulolik lndonesia Tahun ;1008 Nomor 8 Tambahan

Lembaran Ne1;lara Republik lndonesia Nomor 48a4\;
undang-UndaLtrg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanlan Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembiran |rlqlgaIo Republik lndonesiit Tahun 2004 Nomor 126,

iambahan Lernbaran Negara Republil<r lndonesia Nomor 4438);

Peraturan Penterintah nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
protokoler dan Keuangan Pimpinarn dan Anggota Dewan

Perwakilan Ftakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Talrun 2OA4 Nomor 90, Tarnnbahan lembaran Negara

Republik tndorresia Nomor 4416), seloagaimana telah beberapa

fati OiuUah te,rakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2AO7 tentang Kedudukan [r'rotokoler dan Keuangan

Pimpinan darn Anggota Dewan Pe,rwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Nr:rgara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47,
'iambahan Lernbaran Negara Republilt lndonesia Nomor 4712);

Peraturan Petnerintah Nomor 24 Tal'uun 2005 tentang Standar

,Akuntansi Pernerintahan (Lembaran l{egara Republik lndonesia

Tahun 2005 l,lomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nornor 4503);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pr:rmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentiang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Ftepublik indonesia Tahun

ZOOS Nglmop 137, Tambahan Letnbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4575\;
Peraturan Pelmerintah Nomor 56 Tr;rhun 2005 tentang Sistem

tnformasi Keuangan Daerah (LenTbaran Negara Republik

lndonesia Tal'run ZbOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4576);
Peiaturan Pemerintah Nomor si[l Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lermbaran Negara Republik

lndolresia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4578);
Peiaturan Pernerintah Nornor 65 Talrun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan starrdar Pelayanan Minimal

(Lembaran N,egara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,

iambahan Lermbaran Negara Republlk lndonesia Nqmor 4585);

Peraturan Permerintah Nomor I Tat'run 2006 tentang Laporan

Keuangan darn Kinerja tnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Repubif lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Repulblik lndonesia Nomor 4614);
peiaturan F,emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian urusan Femerintahan Antara Pemerintah,

Pemeriitaharr Daerah Frovinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesh Nomor 4737\;

Peraturan F,emerintah Nomor 3t) Tahun 2007 tentang

Pengelolaan uang Negara/Daerah (t-embaran Negara Republik

lndo-nesia Talrun 2OOZ-itomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4738);

Peiaturan Pemerintah Nontor 41 Tahr"rn 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negarar Republik lndonesia Tahun

2OO7 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);
peraturan Dererah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Katingan (Lembaran Darerah Kabupaten Katingan

Tahun 2008 Nlomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Draerah sebagaimana telah

diubah dengian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tr:,ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Merrteri bahm lrlegeri Nonror 25 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pernyusunan Anggaran iPendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2010;
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahuru 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatdrr dan Belanja Daerah

Kabupaten Keirtingan Tahun Anggaran 2010;
peraturan Bupaii Katingan Nomor 4 Tahun zgfi tentang

Perubahan Atiis Peraturan Bupati Norttor 52 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan lrnggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Katingan Tahun Arrggaran 2010;
peraturan Birpati Katingan Nomor 15 Tahun 2A1O tentang
perubahan Ke,dua Atas Feraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009

tentang Pedr:rman Penyusunan Aruggaran Pendapatan dan

Ae6nli Daereirh Kabupaten Katingan l-ahun Anggaran 2O1O;
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Menetapkan :

IIIEMUTUSKAN

PERATURAN BiUPATI KATINGAN "TENTANG PERUBAI'IAN

rEirrea ATAS penarunAN BUPATI trlouoR 52 TAHUN 2009

rEnianO peOOURN UMUM PEN'YUSUNAN ANGGARAN

PENIDAPATAN DI\N BELANJA DAERAI{ KABUPATE]il KATINGAN

TAHIUN ANGGARI\N 2010.

Fasal I

Keterntuan mengernai Tambahan Penghasilan Tenaga Ahli Bidang

Medis dalam Lampiran I Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun

2009 tentang Perloman Penyusunan Artggaran Penclapatan dan

Belanja Daerah Kiabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 diubah

kemtnli dengan rinr:ian sebagai berikut:

A. hietentuan Lanrpiran 1 mengenai Belar{a Langsung 5.4'2'2) huruf

j) angka 6) tabe,l 5.4.2.8 diubah menjadi :

Tabel5.4.2.8
Penehasilan Tenaea Ahli Bifl4@g[lg

No Uraian Penetrasilan / Bulan

L Dokter S pesialis PTT/tenaga Kontrak Rp. 15.000.000,00

2 Dokter Llmum/Gigi PTT* Rp. 3.000.000,00

3 Dokter tlmum/Gigi PTT* Rp. 2.000.000,00

4 Dokter Llmum/Gigi PTT * Rp. 1.500.000,00

*) penghasilan DoKer Umum/Gigi PTT adalah Pernghasilan Berdasarkan Tempat

Bertugasselbagaimanadimaksudpoirrt5.4'1'lhuruf(c)angka(2a)danangka(2b}

Pasal 2

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menxerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Dltetapkan di Kasongan
pada tansgal ?T 9tptembOr 201a

EUPIfl KA'flNGAN
\i
\'.
A

l! vyyX-n2-.-
DUWEL RAI'I'ING

Diundangkan di hiasongan

pada tanggal 2,7 \lb 2010

SEKRETI\RIS KAE;IUPATEN KATINGAN

TATEL IAOJU,

lBERITA KAEIUPATEN KA]'INGAN TAHUN 2010 NTCMOR : Jq
4


